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Abstract 

Cases of rejection of BPJS Health patients in private hospitals often occur and this is 

an example of a violation that harms the rights of BPJS Health participants. Both from the 

upper classes of society and the lower classes of society, all of them have the right to proper 

health. Regardless of intensive care or expensive medicines, every individual (BPJS Health 

Participant) who seeks treatment at a hospital, clinic, or other health facility has the right to 

receive medical treatment in the form of good health services according to their respective 

standards. The approach that the researchers used in this study was a sociological juridical 

approach. The sociological juridical approach is aimed at reality by looking at the application 

of law (Das Sein), in this case the legal protection for patients as consumers of health services 

(BPJS) has not been maximized. The results of this study indicate that the legal protection given 

to patients participating in BPJS for health according to Law Number 24 of 2011 concerning 

BPJS is that participants are given the right to submit complaints or complaints about the 

services provided by the hospital, given advice and information on how participants can obtain 

their rights. This is regulated in the Health Social Security Administration Agency Regulation 

No. 1 of 2014 concerning Health Insurance Administration, Article 25 paragraph (1) letter e 

jo Article 32 Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals in conjunction with Law no. 36 of 2009 

concerning Health 
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Abstrak 

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini 

merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik 

dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak 

atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, 

makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, 

ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan 

kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti 

gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis 

sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), 

dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen 

jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan 

hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan 

keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan 

informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam 

PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 

tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-

undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 

tentangdKesehatan 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Jasa Pelayanan Kesehatan 
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Latar belakang  

Hukumdkesehatan yang ada di Indonesiaddewasa ini tidakddapat lepas daridsistem 

hukum yang dianutdoleh suatu negara dandatau masyarakat, maka ada 2d(dua) sistemdhukum 

di duniadyang dimaksud adalahdsistem hukum sipil kodifikasiddan sistem hukumdkebiasaan 

common lawdsystem1. Kemudiand adadsistem hukumdcampuran, khususdbagi suatu 

masyarakat majemuk (pluralistik) seperti Indonesiadmemungkinkan menganut sistem hukum 

campuran. Sehubunganddengan hal tersebut, makaddalam rangka memberikan kepastianddan 

perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanandkesehatan maupun bagi penerima jasa 

pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkanddan memberikan dasardbagi 

pembangunan di bidangdkesehatan diperlukan adanyadperangkat hukumdkesehatan 

yangddinamis. Banyakdterjadi perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan, terutama 

mengenaidhak dan kewajibandpara pihak yang terkaitddi dalam upaya kesehatan 

sertadperlindungan hukumdbagi para pihakdyang terkait. 

Konstitusi mengamanatkandbahwa setiapdorang berhak atasdjaminan sosial. Setiap 

orang berhak memenuhidkebutuhan dasar penghidupan yangdlayak dandmeningkatkan harkat 

dan martabatnyadmenuju terciptanya masyarakat yang adil dandmakmur. Presiden dengan 

persetujuan DPR menerbitkan Undang-UndangdNomor 40 Tahund2004 tentangdSistem 

Jaminan SosialdNasional (selanjutnyaddisebut UUdSJSN)2. SJSN bertujuan untuk memberikan 

jaminan sosial yang komprehensif bagidseluruh rakyatdIndonesia. Selanjutnya untuk 

penjabaran lebihdlanjut mengenai jaminandsosial, khususnya jaminan kesehatan, 

PeraturandPresiden Republik IndonesiadNomor 82 Tahund2018 tentang Jaminan 

Kesehatand(selanjutnyaddisebut Perpres JaminandKesehatan). 

Keberadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Badan 

PenyelenggaradJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai operator seringkali mendapat 

keluhan dari masyarakat. BPJS Kesehatan seringkali menjadi subyek pengaduan, seolah-olah 

hanya BPJS Kesehatan yang harus disalahkan atau menjadi pihak yang bertanggungjawab atas 

kekurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan JKN. Padahal ada pihak lain yang terlibat di 

dalamnya yaitu pemerintah sebagai regulator, fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara dan 

peserta JKN. Ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan JKN, misalnya 

pelayanannya berbelit-belit dan berjenjang, JKN tidak gratis padahal merupakan jaminan 

sosial, aturan JKN yang terlalu rumit selalu berubah, peraturan baru keluar terlalu cepat, dan 

BPJS Kesehatan tidak mampu membayar tagihan dari Rumah Sakit3. 

Selanjutnyadapabila dilihat daridhubungan hukum yangdtimbul antara pasienddan 

Rumahdsakit dibedakan padaddua macamdperjanjian yaitu: pertama, perjanjiandperawatan 

terdapat kesepakatandantara Rumah Sakitddan pasien bahwadpihak Rumahdsakit menyediakan 

kamardperawatan dan tenaga perawatandmelakukan tindakandperawatan. Kedua, perjanjian 

pelayanan medis terdapatdkesepakatan antara Rumahdsakit dan pasien bahwa tenaga medis 

padadRumah Sakit akandberupa secara maksimal untukdmenyembuhkan pasien melalui 

tindakandmedis inspannings verbintenis. Perlindungandterhadap pasien mendapatkan 

perhatiandyang cukup, namundsangat di sayangkandkaidah-kaidah dasar dalamdUndang-

undang Nomor 23dTahun 1992 tentangdKesehatan, yang memerlukan peraturandpelaksanaan 

sampai akhirdabad ke 20 dandmemasuki abad ke 21, masihdbelum mendapatkan realisasinya, 

karenadpemerintah cq depertemen KesehatandRI sampai saatdini baru sanggup 

membuatdbeberapa peraturan pelaksanaandantara lain PeraturandPemerintah No. 

32dTahund1996 tentang TenagadKesehatan. 

 
1 ZaenidAsyadie. (2008.) Aspek-aspekdHukum JaminandSosial Tenaga Kerjaddi Indonesia, cet.ke-1, 

Jakarta, RajawalidPers, hlm.87 dand115 
2 Afifah, W., & Paruntu, D. (2015). PerlindungandHukum HakdKesehatan WargadNegara Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24dTahun 2011 tentangdBadan PenyelenggaradJaminan Sosial. MimbardKeadilan: Jurnal 
Ilmu Hukum, Juli-Novem. Retrieved from https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117 

3 Rondonuwu, S., Lumunon, T., & Tangkere, C. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pasien Miskin 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lex Et Societatis, VI(5). Retrieved from 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/20354 

 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/20354


  

JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) 
Vol.1, No.2 Juni  2022 
e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-8704, Hal 227-235 
 

 

RumahdSakit dalam menjamindperlindungan hukum bagiddokter/tenaga 

kesehatandagar tidak menimbulkandkesalahan medik dalamdmenangani pasien, sekaligus 

pasiendmendapatkan perlindungandhukum dari suatudtanggungjawab Rumahdsakit dan 

dokter/tenaga kesehatan. Dalam kaitan dengan tanggungjawab Rumah Sakit, makadpada 

prinsipnya Rumahdsakit bertanggungjawabdsecara perdatadterhadap semua kegiatandyang 

dilakukan oleh tenagadkesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata. Selainditu 

Rumah Sakitdjuga bertanggungjawab atasdwanprestasi dandperbuatan melawandhukum 

(1243, 1370, 1371, dand1365dKUHPerdata)4. 

Masyarakat saat ini tengah menyorot penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan 

karena adanya pembatasan kenaikan kelas rawat inap. Menteri Kesehatan menerbitkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembebanan Urutan Biaya dan 

Selisih Biaya Pada Program Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes tentang 

Pengenaan Biaya dan Selisih Biaya pada Program Jaminan Kesehatan). Dalam Pasal 10 ayat 

(5) Permenkes disebutkan: “Peningkatan kelas pengobatan yang lebih tinggi dari hak pasien 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas 

yang menjadi hak peserta”. 

Undang-Undang SJSN dan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan sebelumnya 

mengatur peningkatan kelas keperawatan. Pasal 51 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan dan 

penjelasan Pasal 23 ayat (4) UU SJSN menyebutkan bahwa peserta JKN yang bukan Penerima 

Bantuan Iuran (selanjutnya disebut peserta JKN mandiri) dapat meningkatkan pengobatan 

ruang yang lebih tinggi dari haknya dengan membayar selisih antara biaya yang ditanggung 

BPJS dengan biaya yang harus dibayar karena kenaikan kelas pelayanan.  

Makaddibutuhkan perlindungan hukumdbagi pasien (penerimadjasa pelayanan 

kesehatan), yangdsenatiasa diabaikan haknyaduntuk mendapatkan perawatandkesehatan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, 

baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi 

(produsen) jasa pelayanan kesehatan, diantaranya Pasal 53, 54 dan 55 UU Nomor 23 Tahun 

1992. Jika terjadidsengketa antara paradpihak dalam pelayanandkesehatan, makaduntuk 

menyelesaikan sengketadatau perselisihan harusdmengacu pada undang-undang kesehatan 

dandundang-undangdperlindungan konsumen serta prosesnya melalui lembagadpengadilan 

dandmediasi. 

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di RumahdSakit swasta sering terjadi 

dandini merupakan salah satudcontoh pelanggaran yangdmerugikan hak peserta BPJS 

Kesehatan. Baikddari masyarakatdgolongan atasdmaupun masyarakat golongandbawah, 

semuanyadberhak atas kesehatandyang layak. Terlepasditu perawatan intensifdmaupun obat-

obatdmahal, makadsetiap individu (Peserta BPJSdKesehatan) yangdberobat kedRumah Sakit, 

klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnyadberhak mendapatkan tindakandmedis 

berupadpelayanan kesehatan yangdbaik sesuai takarannyadmasing-masing. Padaddasarnya 

kelas perawatan BPJS Kesehatanduntuk berobat jalandtidak ada perbedaan. Begitu 

puladdengan obat dandkualitas pelayanan, baikdkelas 1, kelas 2dmaupun kelas 3 mendapat 

pelayanan yang sama. Dalam Pasal 47 Peraturan Badan PenyelenggaradJaminan Sosial 

KesehatandNomor 1 Tahun 2014 Tentang PenyelenggaraandJaminan Kesehatan, disebutkan 

pelayanan kesehatan tersebut mencakupdpelayanan promotif, preventif, kuratif, 

dandrehabilitatif termasuk pelayanandobat dan bahandmedis habis pakai sesuai 

dengandkebutuhan medis yangddiperlukan. 

 

 

 

 
4 Suhartoyo. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. 

Adminitrative Law & Governance Journal, 1(2). Retrieved from 
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=777674&val=12745&title=Perlindungan Hukum Bagi 
Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit 
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Metode Penelitian  

Pendekatandyang penelitidgunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

yuridisdsosiologis5. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data 

sekunder efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingindmencari hubungan 

(korelasi)dantara berbagai gejaladatau variabel. Pendekatan yuridisdsosiologis ditujukan 

terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapandhukum (Das Sein), dalamdhal ini 

belumdmaksimalnya perlindungan hukum terhadapdpasien sebagai konsumendjasa 

pelayanandkesehatan (BPJS). Peneliti memilihdjenis penelitian hukumdini karena 

penelitidmelihat adanya kesenjangandantara aturan hukumdyang dikehendaki (Das Sollen) 

dengan realita yang terjadi (Das Sein) pada perlindungan hukum hukum terhadap pasien 

sebagai konsumendjasa pelayanan kesehatand(BPJS). 

 

 

Pembahasan 

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan 

pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasidkepentingan dandhak 

konsumen secaradkomprehensif. Di sampingditu, hukumdmemiliki kekuatan memaksadyang 

diakui secaradresmi di dalamdnegara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. 

Berbedaddengan perlindungandmelalui institusidlainnya sepertidperlindungan ekonomi 

ataudpolitik misalnya, yangdbersifat temporer ataudsementara6. 

Perlindungandhukum terdiriddari dua katadyaitu perlindungan dandhukum. 

KamusdBesar BahasadIndonesia, katadperlindungan berasal daridkata “lindung” yangdberarti 

“berada dibalik sesuatu”, sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminto yangddikatakan 

perlindungandadalah segaladupaya yangddilakukan untuk melindungidsubjek tertentu, dapat 

jugaddiartikan sebagai tempat berlindung dari segaladsesuatu yang mengancamddan hukum 

adalahdperaturan yang disepakati baik secaradtertulis maupun tidakdtertulis ataudyang biasa 

disebutddengan peraturandatau undang-undangdyang mengikatdperilaku setiapdmasyarakat 

tertentu7.  

Maka dari itu, perlindungandhukum adalahdpenyempitan artiddari perlindungan, 

dalamdhal inidhanya perlindungan olehdhukum saja. Perlindungan yangddiberikan oleh 

hukum, terkait puladdengan adanyadhak dan kewajiban, dalamdhal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengandsesama manusiadserta 

lingkungannya. Sebagai subjekdhukum manusia memilikidhak dan kewajiban 

untukdmelakukan suatudtindakandhukum. 

Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan 

(JKN) Rumah Sakit 

Pasien di Indonesia mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 

1999). Undang-undang ini menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh 

informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan layanan yang mereka beli, hak untuk 

memilih produk dan layanan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar. 

Dalam konteks pelayanan kesehatan Rumah Sakit, hal ini berarti bahwa pasien memiliki hak 

untuk diberitahu tentang pelayanan yang akan mereka terima, biaya yang terkait dengan 

pelayanan tersebut, dan segala potensi risiko atau efek samping.  

 

 

 
5 J.dSupranto. (2003). MetodedPenelitian Hukum dandStatistik, PT. RinekadCipta, Jakarta, hlm. 2 
6 Lubis, Sofyan. (2009). Mengenal Hak Konsumen dan Pasien. Yogyakarta: Pustaka Yustisia 
7 Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika 
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Mereka juga memiliki hak untuk memilih Rumah Sakit atau penyedia layanan kesehatan 

yang mereka sukai dan menerima perawatan yang adil dan wajar selama mereka menjadi 

pasien. Selain itu, di Indonesia, penyedia layanan kesehatan dan Rumah Sakit memiliki 

kewajiban hukum untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan yang diberikan, dan 

terdapat peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut. 

Pada dasarnyadperlindungan hukumdwajib diberikan kepadadsetiap konsumendatau 

pengguna jasadpelayanan kesehatan, yaitu pasien. Perlindungan hukumddiberikan 

untukdmelindungi hak-hakdyang dimiliki olehdpara konsumen sebagai pengguna barang 

dan/atau jasa suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Tetapiddalam suatudpemberian 

jasa pelayanan kesehatan yang hasilnya tidakddapat dipastikan akandbanyak terjadi komplain 

atau kerugian yang diderita olehdpasien sebagai pengguna jasadpelayanan kesehatan. Bentuk 

perlindungan hukumdhak keperdataandpeserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan 

kesehatanddapat berupadperlindungan hukum preventifddan perlindungan hukum represif. 

Letakdperlindungan hukumdpreventif pesertadBPJS Kesehatandadalah negaradyang 

diwakilidoleh pemerintah daerahdmemberikan dandmenyediakan fasilitasdpelayanan 

kesehatandyang baik, aman, dandbermutu bagi peserta BPJS Kesehatan8.  

PihakdRumah Sakit sebagai instansi yangdbertanggungjawab memberikan pelayanan 

kesehatandkepada peserta BPJSdKesehatan berkewajibanduntuk menyediakandtenaga-tenaga 

medis yangdprofesional dan tanggungjawab, menerimadkritik dan saran yangddiberikan oleh 

pasiendatau keluargadpeserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, 

serta memberikandperlindungan atas keselamatandpasien sesuai dengandpenjelasan Pasal 

3dhuruf b dandPenjelasan Pasal 43dayat (1) Undang-Undang Nomord44 Tahund2009 tentang 

Rumah Sakitddan melaporkan tentang jaminan keselamatan pasiendkepada komite 

yangdmembidangi keselamatan pasiendyang ditetapkan olehdMenteri sesuai dengan Pasald43 

ayat (2), (3), dand(4). 

Letakdperlindungan hukum represifdadalah menerima keluhandpeserta BPJS 

Kesehatan atasdpelayanan kesehatan yang diberikandRumah Sakit, memberikandkebebasan 

kepada pesertadBPJS Kesehatan untuk memintadganti rugidapabila merasa dan terbuktidpihak 

Rumah Sakit melakukan kesalahan atau kelalaianddalam memberikan pelayanandkesehatan, 

melakukandpenyembuhan atas tindakandmedis yang dilakukan pihak Rumah Sakit sebagai 

bentuk ganti rugi, menerimaddan mengkoreksi kesalahan yang terjadidyang diakibatkan oleh 

kinerja instansi kesehatan, dandbertanggungjawab atasdkerugian yangddiakibatkan karena 

adanyadkelalaian ataudkesalahan yang dilakukandolehdtim medis.  

Hal ini berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan 

didIndonesia merupakan bagianddari Sistem JaminandSosial Nasionald(SJSN). 

SistemdJaminan Sosial Nasionaldini diselenggarakan melalui mekanismedAsuransi Kesehatan 

Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkandUndang-UndangdNomor 40 Tahun 

2004dtentang SistemdJaminan Sosial Nasional. Tujuannyadadalah agardsemua penduduk 

Indonesia terlindungi dalam sistemdasuransi, sehinggadmereka dapatdmemenuhi 

kebutuhanddasar kesehatan yangddiberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran 

atau iurannyaddibayar olehdpemerintah9.  

 

 

 

 

 

 

 
8 Yudithia dkk. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan 

Kesehatan Di Rumah Sakit. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 2 
 9 Kusuma Astuti, Endang. (2009). Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit . 
Bandung: Citra Aditya Bakti 
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Pembahasandmengenai perlindungan hukum yangdberlaku bagi peserta BPJS 

kesehatan menurut Undang-Undang SistemdJaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang 

BadandPenyelenggara Jaminan Sosial maka perlu pemahaman tentangdhak dan 

kewajibandpeserta dalam undang-undangdtersebut. Hal mengenaidperlindungan hukum 

padadkedua Undang-Undangdtersebut dibahas dalamdbeberapa pasal yangdmengatur tentang 

hakdpeserta jaminan sosial. Hak pesertadjaminan sosial dalamdpasal 15 Undang-

UndangdNomor 40 Tahund2004 tentang SistemdJaminan Sosial Nasional. Pasal 20dUndang-

Undang Sistem Jaminan SosialdNasional pada ayatd2 dan ayatd3 menyebutkandbahwa: (2) 

Anggota keluargadpeserta berhak menerimadmanfaat jaminandkesehatan. (3) Setiap 

pesertaddapat mengikut sertakan anggotadkeluarga yangdlain menjadi tanggungannyaddengan 

penambahandiuran.  

Pasald22 Undang-Undang Sistem Jaminan SosialdNasional pada ayat 2 

menyebutkandtentang jaminan kesehatandyang mencakup pelayanandpromotif, preventif, 

kuratif, dandrehabilitatif, termasuk obatddan bahan medis habis pakai yangddiperlukan. Pasal 

23 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada ayat 2dmembahas kelas pelayanan 

didRumah Sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Pesertadyang menginginkan kelasdyang 

lebih tinggiddari haknya (kelas standar), dapatdmeningkatkan haknya dengandmengikuti 

asuransidkesehatan tambahan, ataudmembayar sendiri selisih antaradbiaya yang dijamin oleh 

Badan PenyelenggaradJaminan Sosial dengan biayadyang harusddibayar akibat peningkatan 

kelasdperawatan. Hak dandkewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum pesertadBPJS 

Kesehatan diaturddalam beberapa peraturandpendukung. Peraturandpendukung tersebut adalah 

PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan Nomor 1 Tahun 2014 

TentangdPenyelenggaraandJaminan Kesehatan.  

Peserta BPJS Kesehatan juga dilindungi dalam Undang-Undang Kesehatandyang 

mengacu pada Undang-Undang SJSN. Ketika peserta pengguna BPJSdmerasa dirugikan 

mengenai administrasi yang panjang maupun pelayanan yangdkurang memuaskan atau merasa 

di diskriminasikan dengan peserta lainnya makadpeserta pengguna BPJS tersebut 

dapatdmeminta hak-hak yang telah diatur secaradhukum.Undang-Undang Nomor 8dtahun 

1999 tentangdPerlindungan Konsumen, berlakudumum termasukdpasien, sehingga perlu 

puladmendapat perhatian para pihakdterkait dengan pelayanandkesehatan. Konsumend(pasien) 

dalamdpenyelenggaran pelayanan kesehatan adalah stakeholder kunci, sehingga 

harusdditempatkan dengan tepat dalamdmanajemen pelayanan baikdpada pasien 

umumdmaupun pasiendprogram jaminandkesehatan BPJS10.  

Penanganan keluhan merupakan salah satu komponen untuk menyelesaikandmasalah 

pelayanandkesehatan, baik yangdbersifat administratif maupun bersifatdmedis. Permasalahan 

bisa terjadidantara pesertaddengan BPJS Kesehatan. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk 

menyelesaikan ketidakpuasan pesertadterhadap BPJSddiatur dalam PeraturandBadan 

PenyelenggaradJaminan Sosial KesehatandNomor 2 Tahun 2014 TentangdUnit 

PengendalidMutu dan PenanganandPengaduan Peserta. Pasald3 Peraturan BPJSdKesehatan 

Nomor 2 Tahund2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Fitriani dan Eko. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Dalam Prosedur 

Pembedahan Yang Biaya Pengobatannya Melebihi Tarif INA CBGs. Notarius Vol 11 Nomor 1 
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Perlindungan hukum bagi pasien terhadap Rumah Sakit diwujudkan dalam bentuk 

pertanggungjawaban Rumah Sakit kepada pasien. Pertanggungjawaban ini berhubungan 

dengan beberapa doktrindyang menelaah tanggungjawab Rumah Sakitdsebagai subjek 

hukumdyang dapatddimintakandpertanggungjawabannya. Berdasarkan civil law, doktrin yang 

berkaitan dengandtanggung jawab Rumah Sakit tersebutdadalah tanggungjawab 

tanpadkesalahan (liability without fault) atau yang biasa disebut dengan 

risicoaansprakelijkheid. Risico-aansprakelijkheid merupakandistilah bahasa Belandadyang 

digunakan untuk menerjemahkan istilah tanggungjawab tanpadkesalahan (liability without 

fault). Olehdkarena memiliki arti tanggungjawabdtanpa kesalahan, risico-aansprakelijkheid 

sama artinyaddengan strict liability yangdtergolong padadasas tanggungjawab 

tanpadkesalahan11. 

Tanggungjawab Rumah Sakit digolongkan tanggungjawab tanpa kesalahan karena 

Rumah Sakit bertanggungjawab atas kesalahan dari pekerjanya, dalam hal ini dokter yang 

bekerja pada Rumah Sakit tersebut, artinya Rumah Sakit tidak melakukan suatu kesalahan, 

tetapi tetap bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sistem civil law memberikanddasar 

pemikirandterhadap pembenaran strict liability asas pertanggungjawabandtanpa 

kesalahandagar seseorangddapat dimintakan tanggungjawabnya atasdkesalahan orangdlain. 

Perlindungan hukumdpasien terhadap pelayanandkesehatan Rumah Sakit secara perdataddiatur 

dalam Pasald1367 (3) KUHdPerdata. Selain itudRumah Sakit juga bertanggungjawab atas 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimanaddalam Pasal 1365, Pasald1370, 

dandPasal 1371 KUHdPerdata. 

Hakdpasien atau penerima pelayanan kesehatan, dalamdhal ini peserta BPJS, adalah 

mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan Kesehatan yang diterima tidak 

sebagaimanadmestinya. Peserta BPJS kesehatan sebagai konsumen dapat 

menyampaikandkeluhannya kepadadpihak Rumah Sakitdsebagai upaya perbaikan 

interendRumah Sakitddalam pelayanannya ataudkepada lembaga yangdmemberi 

perhatiandkepada konsumendkesehatan. Sebagaiddasar hukum daridgugatan konsumen atau 

penerimadpelayanan kesehatandterhadap pemberidpelayanan kesehatandterdapat dalam 

Pasald1365 KUHdPerdata. Penyelesaiandsengketa dalamdPelayanan BPJSdKesehatan dapat 

terjadidantara pasien dengan fasilitas kesehatandyang bekerjasamaddengan BPJSdKesehatan, 

pesertaddengan BPJS kesehatan, dandantara fasilitasdkesehatan dengandBPJS kesehatan. 

Peraturan yangdmengatur penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU 

BPJSddan Peraturan BadandPenyelenggara Jaminan SosialdKesehatan Nomor 2 Tahund2014 

tentang Unit Pengendali Mutu dan Penanganan Pengaduan Peserta.  

Penutup  

Kesimpulan  

Perlindungan hukumdyang diberikandkepada pasien pesertadBPJS kesehatandmenurut 

Undang-Undang Nomord24 Tahun 2011dtentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untuk 

menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, 

diberikandsaran dandinformasi bagaimanadcara peserta memperolehdhaknya. Hal 

tersebutddiatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No 1 Tahun 

2014 tentang PenyelenggaraandJaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1)dhuruf edjo Pasald32 

Undang-Undang Nomor 44 Tahund2009 tentang Rumah Sakit jo Undang-undang no.36 

tahund2009 tentangdKesehatan. Penyelesaiandsengketa didpengadilan ini dapat 

dilakukanddengan dua caradyaitu jalur perdata untuk penyelesaian sengketa ganti rugiddari 

tenaga kesehatan ataudrumah sakitdakibat kesalahan ataudkelalaian yang merekadlakukan, dan 

jalurdpidana yang hanyaddapat didtempuh apabila pasiendmengalami cacatdatau meninggal 

duniadsetelah menerimadpengobatan daridpihak RumahdSakit.  

 

 
11 Sutedi, Adrian. (2008). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia 

Indonesia 
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Saran 

RumahdSakit diharapkan memberidpelayanan yang baikdkepada pasien agar 

tidakdterdapat lagidbeberapa pengaduan keluhandoleh pasien BPJS Kesehatandterhadap 

Rumah Sakit danddiharapkan sesuai dengandprosedur pelaksanaandpelayanan kesehatan 

RumahdSakit yang akandmengurangi kemungkinandterjadinya kesalahandmedis dalam 

prosesdpengobatan. Hal ini sangatlahdpenting karenadmenyangkut keselamatandseseorang dan 

juga pertanggungjawabanddari tenaga kesehatan itu sendiri. Hendaknya perlindungan 

hukumdyang diberikandpemerintah terhadapdpasien BPJS Kesehatanddapat 

menjadidpembelajaran bagi pihak Rumah Sakit untuk dapat memberikan pelayanan 

kesehatandsebaik mungkindbagi paradpasien agar pasienddapat puas akan 

pelayanandkesehatan di Rumah Sakit dan peraturan perlindungan hukum terhadap pasien 

BPJSddapat digunakan dengandsebaik mungkin oleh pasien peserta BPJS dandmeminimalisir 

keluhan-keluhandpasiaen BPJS agar pelayanandkesehatan yang kurangdbaik yang didalami 

pasien dapatdsegera di perbaiki oleh pihak RumahdSakit demidkenyamanan, kepuasan dan 

keselamatan pasien BPJS untuk kedepannya. 
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